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KPK. Organisasi. Tata Kerja. Sekretariat Dewan
Pengawas.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42350)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

(1)

(2)

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ
Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 264);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12
Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi
Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris
Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Sekretariat.
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Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 2
Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan
teknis operasional kepada Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi pelaksanaan tugas

dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan
pemberian izin penyadapan, penggeladahan, dan/atau
penyitaan;

c. fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik
Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat
mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi;

f.  fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

h. pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas

Komisi Pemberantasan Korupsi.
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Pasal 4
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi secara administratif
difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Komisi

Pemberantasan Korupsi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 6
(1) Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sekretariat.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 7
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan administrasi umum dan pemberian
dukungan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran
Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

Korupsi;
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b. pelaksanaan urusan  kearsipan, persuratan, dan
dokumentasi  Sekretariat Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi;

c. pelaksanaan pemberian dukungan fasilitas, sarana, dan
prasarana Sekretariat Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi;

d. pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi
kepegawaian  Sekretariat Dewan  Pengawas  Komisi
Pemberantasan Korupsi;

e. pengelolaan urusan keuangan dan anggaran Sekretariat
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

f.  fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kinerja pegawai Sekretariat Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10
Di lingkungan  Sekretariat Dewan  Pengawas  Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat ditetapkan jabatan fungsional
sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan  Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas kelompok yang
pembidangannya disusun berdasarkan analisis organisasi

dan beban kerja.



